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Akhirkata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
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INTISARI

Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah untuk proyek pengembangan
lahan gambut satu juta hektar, Pemerintah membuat rencana pelepasan hak
pengelolaan hutan unfuk pengadaan tanah tersebut. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya di kawasan hak pengelolaan hutan tersebut sebagian besar telah
dikuasai masyarakat secara turun temurun untuk usaha pertanian, perkebunan,
perikanan dan tempat tinggal.

Dalam pelaksanaannya pembangunan  pengembangan lahan gambut
sejuta hektar untuk tanaman pangan pada mulanya tidak ada ganti kerugian.
Melihat kejadian tersebut masyarakat menuntut Pemerintah untuk melaksanakan
ganti kerugian, tuntutan masyarakat tersebut disetujui oleh Pemerintah dengan
membentuk penitia pengadaan tanah,

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut ternyata menyimpang dari aturan
yang telah ada yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Akibat dari
penyimpangan tersebut masyarakat merasa dirugikan sehingga gugatan
masyarakat semakin banyak di pengadilan.

Adapun data-data yang dikumpulkan berupa dokumen dan arsip-arsip
yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, Pengadilan Negeri
Kabupaten Kapuas dan Kantor Bappda Tingkat I Kabupaten Kapuas.

Melihat dari permasalahan itu maka penulis ingin melihat
penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan mengumpulkan data-data berupa
dokumen, arsip mengenai pengadaan tanah tersebut. Pengumpulan data-data
tersebut sangat terbatas disebabkan proyek pengembangan  lahan gambut sejuta
hektar merupakan suatu proyek yang mengandung muatan politis.

Dari data-data di atas penulis menggunakan metode penulisan diskriptif
dengan analisa data komparasi. Dimana pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi
proyek dibandingkan dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 agar dapat
ditemukan ksesuaian dalam pelaksanaannya.

| Dalam membandingkan antara pengadaan tanah yang dilaksanakan di
Proyek lahan gambut sejuta hektar dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun
1993 penulis dapat menyimpulkan bahwa pengadaan tanah di lokasi proyek
pengembangan lahan gambut sejuta hektar tidak sesuai.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah tanah merupakan masalah yang sangat mendasar, karena
sebagaimana kita ketahui bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam
kehidupan manusia, hampir seluruh kegiatan pada dasamya tidak dapat
dilepaskan dari kebutuhan akan tanah, baik sebagai sarana kehidupan maupun
sebagai sumber kehidupan.

Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari kita rasakan semakin meningkat,
antara lain disebabkan meningkatnya jumlah penduduk sedangkan Inas tanah
tetap, akibat meningkatnya pembangunan di segala bidang dan adanya tuntutan
akan mutu kehidupan yang lebih baik, ini kesemuanya memerlukan tansh yang
dikelola secara efektif dan efisien.

Dalam hubungan ini sering terdapat hambatan yang disebabkan
terbatasnya jumlah persediaan akan tamah. Hambatan lain adalah
dengan meningkiatnya pembangunan, maka permintaan akan tanahpun
jadi menigkat (Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia,
Departemen Penerangan R1, 1993 : 206).

Sejalan akan meningkainya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai
konsekwensi logis telah meningkat pula berbagai masalah pertanahan yang dalam
beberapa tahun terakhir ini seolah-olah begitu saja muncul kepermukaan dan
menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Disamping itu masyarakat semﬂdn

kritis dan menyadari hak-hak dan kewajibannya.



Tanah sebagai salah satu wnswr penting daripada sumber
kemakmuran Indonesia. Maka dalam penyediaan dan penggunaannya
harusiah dapat memberikan kebahagian dan kesejalteraan material dan
spritual kepada seluruh rakyat (Ibid : 206).

Hal ini sering kita dengar melalui medja masm‘bglk _cetak maupun
elektronik, elain banyak keluban niasarakat berupa pengaduan dan pernyataan
tidak puas yang disampaikan melalui kotak pos 5000 maupun pengaduan
langsung kepada Kantor Pertanahan.

Dari seluruh permasalahan pertanahan yang sering terjadi dan sangat
menonjol adalah masalah pengadaan tanah, utamanya menyangkut ganti kerugian.
Hal tersebut disebabkan banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah maupun swasta, yang memerlukan areal tanah yang luaa dan letak
tanah yang dimohon terletak di kawasan pemukiman penduduk yang telah
ataupun belum dialasi sesuatu hak atas tanah.

Berawal dari itu semua maka sering terjadi permasalahan “pengambilan
tanah” kepunyaan penduduk/ masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan
baik untuk kepentingan swasta maupun kepentingan pemerintah yang
pelaksanaannya kalan kita lihat seakan-akan mengandung unsur paksaan dari
penguasa (pemerintah).

Dari pelaksanasn-pelaksanaan pengadaan tanah yang selama ini
dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sering terjadi tuntutan dari
masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah melalui media massa maupun
kotak pos 5000, adapun tuntutan itu terjadi setelah pengadaan tanah telah

dilaksanakan, tuntutan masyarakat itu antara lain :

,ll‘!



1. Pembayaran uang ganti kerugian yang layak.

2. Pelaksanaan pembayaran uvang ganti kerugian yang tidek dibayarken agar
dibayarkan.

3. Pembayaran uang ganti kerugian agar sesuai kesepakatan.

Hal tersebut sering terjadi bahkan berlanjut terus-menerus tanpa ada
solusi mengenai pemecshannya, dimana masyarakat menjadi korban akibat
pembebasan tanah yang selama ini dilaksanakan terus-menerus dalam menunjang
pelaksanaan pembangunan.

Bilamana permasalahan sudah menjadi kompleks maka timbullah
keresahan dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi,
politik, keamanan, dan penanggulangannya bukan lagi penanggulangan masalah
tanah akan tetapi bergeser menjadi penanggulangan masalah sosial politik yang
sangat peka. Apalagi ada unsur kesenjangan sosial dalam persoalan ini, dimana
orang yang mempunyai kekuasaan dan uang seakan lebih diuntungkan dalam
persoalan ini, dan persoalan demikian banyak kita temui dalam masyarakat yang
dapat kita baca di media massa.

Permasalahan semakin kompleks dan rumit lagi bilamana pihak penguasa
memanfaatkan peluang kelemahan yang ada pada masyarskat misalnya dalam
banyak hal penguasaan masyarakat akan tanah dianggap tidak syah dan tanah
tersebut dinyatakan tanah milik negara, bukan milik rakyat yang diakui secara
penguasaan dan penggunaannya. Sehingga semua keluhan yang menyangkut
pembebasan tanah tidak perlu diperhatikan lagi. Dalam hal yang demikian

tindakan penggusuran yang mengandung unsur kekerasan/paksaan banyak



diterapkan, dan perkembangannya memang praktis tanah tersebut bukan milik
rakyat. Oleh sebab itu pelaksanaan pengadaan atas tanah yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan aturan yang ada dan pemerintah hanya mengambil apa yang
menjadi haknya sebagai penguasa, dan tindakan ini sudah tentu dianggap bukan
kesalahan dari pemerintah. Persoalan tersebut di atas hanya bisa diselesaikan
sementara waktu saja, akan tetapi persoalan ifu dapat muncul sewaktu-waktu
apabila masyarakat yang dirugikan sudah mencapai puncak kesabaranya.

Dengan melihét latar belakang di atas yang dipaparkan, peneliti tertarik
untuk meneliti prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan di lokasi
proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas, agar
permasalahan pengadaan tanah yang terjadi di lokasi tersebut dapat diketahui
oleh masyarakat yang selama ini tidak mengerti prosedur pengadaan tanah yang
dilaksanakan. Adapun penelitian ini peneliti susun dalam skripsi dengan judul :
“ PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 DI
LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA

HEKTAR KABUPATEN KAPUAS.”

B. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar
tersebut terdapat tanah penduduk yang terkena pembangunan lokasi proyek. Dari
tanah penduduk yang terkena lokasi proyek pembangunan, penduduk menuntut
ganti kerugian atas tanah dan tanam tumbuh yang berada di atas tanah tersebut,
namun pelaksanaan ganti kerugian masih terdapat keluhan atau tuntutan dari

masyarakat yang belum dibayarkan gati kerugiannya. Keluhan itu diketahui dari



media massa yaitu Koran Kompas hari Selasa tanggal 9 Oktober 1997 tentang
Tuntutan Masyarakat ke Wahana Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut ada terjadi kejanggalan
dalam prosedur pelaksanaannya Dimana dalam Keputusan Presiden Nomor 82
tahun 1995 tidak terdapat pertimbangan dasar hukum mengenai pelaksanaan
pengadaan tanahnya yaitu Keppres Nomor 55 Tahun 1993 , sehingga dalam
pelaksanaan pengadaan tersebut Badan Pertanahan Nasional tidak dilibatkan
secara langsung dalam kepanitian pengadaan. Dan pelaksanaan pengadaan tanah

tersebut tidak sesuai prosedur yang ada.

C. Pembatasan Masalah

1. Dalam membandingkan pelaksanaan pengadasn tanah di lokasi Proyek
Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar dipakai dasamya adalah
Keputusan Presiden Nomor S5 Tahun 1993 dan peraturan pelaksanaénnya
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 1994, adapun yang dibandingkan adalah prosedur yang
dilaksanakan di lapangan dengan prosedur yang terdapat dalam Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Adapun urutan pelaksanaan pengadaan tanah
tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tata cara pembentukan panitia pengadaan tanah.

b. Penetapan lokasi pembangunan

c. Tata kerja panitia pengadaan tanah

d Pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan besamya ganti kerugian
e. Keberatan terhadap keputusan Panitia



f Pelaksanaan pemberian ganti kerugian
g Pelepasan, penyerahan, dan permohonan hak atas tanah.
. Batasan waktu yang digunakan, selama pelaksanaan pengadaan tanah

dilaksanakan di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar.
. Runmisan Masalah

. Apakah prosedur pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi Proyek
Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas sudah
sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ?

. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah

di lokasi proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar tersebut ?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi Proyek
Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas.

. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengadaan tanah yaﬂg terkena lokasi Proyek Pengembangan Lahan Sejuta

Hektar.

2. Kegunaan penelitian :

Menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari apakah sesnai antara teori
dengan pelaksanaan praktek di lapangan.

. Memberikan bahan masukan kepada masyarakat dan pejabat pelaksana
pengadaan tanah yang belum mengerti tentang prosedur pelaksanaan
pengadaan tanah.



